BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Studi Tentang Implementasi Prosedur Penerbitan Sertifikat
Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat disimpulkan belum maksimal, adapun

rinciannya adalah sebagai beikut :

1. Dalam kelengkapan berkas masih sering di temukan bahwa terdapat banyak pemohon yang
pada saat mendaftar tidak membawa berkas dengan lengkap, sedangkan jika berkas tidak
lengkap maka petugas bagian loket tidak akan melanjutkan proses pendaftarannya. Namun
ada juga kendala pada saat proses pendaftaran masih sering terjadi gangguan pada jaringan
sehingga dapat memperlambat proses pendaftarannya, karena dalam proses pendaftaran
semuanya menggunakan aplikasi.

2. Dalam proses pengukuran juga masih sering ditemui kendala yang menghambat proses
pengerjaan, yaitu salah satunya pada saat proses pengukuran tanah jika tidak saksi tidak
hadir maka petugas tidak bisa mengukur tanah tanpa persetujuan dari para saksi dan juga
tetangga batas. Berikutnya kendala pada penanaman pilar, jika pemohon tidak terlebih
dahulu menanam pilar maka petugas tidak akan tahu batas — batas tanah sehingga proses
pengukuran ditunda sampai dengan pilar ditanam terlebih dahulu. Dan pada saat cuaca tidak
mendukung seperti hujan atau mendung maka petugas tidak bisa menggunakan alat untuk

mengukur tanah.



3. Dalam proses percetakan sertifikat tanah juga dikerjakan oleh dua petugas, namun petugas
yang satunya masih dalam tahap pembelajaran / tahap penyesuaian sehingga memerlukan
sedikit waktu untuk mencetak sertifikat tanah.

4. Adanya aplikasi sentuh tanahku yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang
untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek proses pendafataran berkas dan juga
tedapat berbagai macam persyaratan.

5. Adanya bimtek yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang bagi pegawai demi
kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

6. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat salah satunya yaitu mengadakan kegiatan

mediasi bagi tanah yang bermasalah demi mendapatkan jalan keluar.

6. 2. SARAN

Dari hasil penelitian yang dirangkum mengenai Studi Tentang Implementasi Prosedur Penerbitan
Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Kupang, maka penulis mengajukan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Persyaratan harus dicetak dan dibagikan kepada setiap pemohon bukan dengan penulisan
sebuah nota kecil yang kurang dipahami dan dimengerti oleh semua pemohon sebagaimana
yang dipraktekkan selama ini.

2. Pilar harus di tanam terlebih dahulu oleh pemohon agar tidak menghambat proses
pengukuran tanah oleh petugas, dan harus ada komunikasi yang baik antara pemohon dan
para saksi dalam menentukan jadwal pengukuran agar yang bersangkutan juga hadir dengan
lengkap.

3. Proses percetakan tanah diberikan kepada petugas yang mahir atau yang sudah

berpengalaman dalam mencetak agar tidak memakan waktu yang cukup lama.



4. Memberikan sosialisasi pada setiap kelurahan tentang aplikasih sentuh tanahku, dan
penjelasan secara detail terhadap aparat kelurahan agar dari kelurahan memberikan
sosialisasi pada masyarakat yang tidak sempat hadir pada saat sosialisasi berlangsung.

5. Memberikan bimtek / diklat secara merata terhadap pegawai dengan cara membagi
pergelombang agar tidak memperhambat pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.

6. Komunikasi yang baik antara kedua bela pihak dalam mengatur jadwal pertemuan demi

berlangsunya kegiatan mediasi.
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